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Abstrak  

Manajemen dana desa dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumban Purba adalah 
sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang 
terdampak secara ekonomi, terutama setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam program BLT dalam meningkatkan 
kesejahteraan di Desa Lumban Purba, sambil juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan teknik 
pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teori efektivitas 
Duncam digunakan dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Informan penelitian 
meliputi kepala desa, kepala dusun, bendahara desa, serta masyarakat penerima dan non-penerima BLT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun integrasi program sudah berjalan efektif, pencapaian 
tujuan masih belum optimal karena kesalahan dalam penyaluran bantuan, dan adaptasi program belum 
efektif karena tidak adanya revisi data selama pelaksanaan program. Faktor penghambatnya meliputi 
kurangnya sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan ketidakakuratan data yang disebabkan 
oleh kurangnya revisi data secara rutin. 
Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa Program BLT, Kesejahteraan 

 

Abstract  
Village fund management in the Direct Cash Transfer (BLT) program in Lumban Purba Village is a policy 
that aims to provide assistance to economically affected poor people, especially after the COVID-19 
pandemic. This study aims to evaluate the effectiveness of village fund management in the BLT program in 
improving welfare in Lumban Purba Village, while also identifying inhibiting factors. The research method 
used is qualitative with a descriptive approach, involving data collection techniques such as observation, 
interviews, documentation, and triangulation. Duncam's theory of effectiveness is used with indicators of 
goal achievement, integration, and adaptation. Research informants include village heads, hamlet heads, 
village treasurers, as well as BLT recipient and non-recipient communities. The results showed that even 
though program integration has been effective, the achievement of goals is still not optimal due to errors in 
aid distribution, and program adaptation has not been effective due to the absence of data revisions during 
program implementation. Inhibiting factors include the lack of means to convey people's aspirations and 
data inaccuracies caused by the lack of regular data revisions. 
Keywords: Effectiveness, BLT Program Village Fund Management, welfare. 
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PENDAHULUAN 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi selama 

dalam masa periode jabatannya dalam memimpin suatu wilayah.  Menjadi pemerintah yang baik 

hendaknya memberikan kinerja yang nyata melalui program-program yang diselenggarakan 

(Putri et al., 2019). Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melakukan fungsi sosialnya, hal ini dijelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Sinaga et 

al., 2019). Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan 

yang menitikberatkan pada pembangunan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. UU No 

6 Tahun 2014 menjelaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chairi et al., 2019). Untuk membentuk 

perkembangan dan pembangunan masyarakat desa pemerintah memberikan kewenangan kepada 

pemerintah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengeluarkan Dana Desa (DD) (Dea et al., 

2022).  

Dana desa yang bersumber dari APBN akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Setiawan et al., 2022). Penerimaan DD akan dikelola oleh 

desa dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, disiplin dan tanggung jawab. 

Desa Lumban Purba merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Salah satu wujud 

pengelolaan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program Bantuan Langsung 

Tunai (BLT). Desa Lumban Purba berada di wilayah Kecamatan Doloksanggul Kabupaten 

Humbang Hasundutan yang memiliki 3 dusun dan dengan jumlah penduduk masyarakat yang 

tercatat di kantor desa sebanyak 1559 orang.  Sebagian besar warganya bermata pencaharian 

sebagai petani, wiraswasta, supir, buruh, dan lain sebagainya. Melihat kondisi ekonomi 

masyarakat BLT DD memang berpengaruh dalam membantu masyarakat. BLT adalah bantuan 

yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin berupa uang tunai bersifat bebas pajak, yang 

tujuannya untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.  

Berdasarkan pasal 33 ayat (5) PMK 2021 penyaluran BLT adalah sebesar 40% dari pagu DD 

maka besaran jumlah uang yang dierima oleh masyarakat adalah Rp. 300.000 setiap bulannya 

dimulai sejak januari 2022 hingga desember 2022. BLT DD sasaran utamanya adalah penduduk 

miskin yang tidak menerima bantuan PKH/BPNT, masyarakat yang kehilangan pekerjaaan 

termasuk setelah mengalami dampak pandemic Covid-19 dua tahun lalu, masyarakat yang 

memiliki anggota keluarga penderita penyakit menahun/kronis, serta penyandang disabilitas (R. 

E. Saputra et al., 2022). Efektivitas adalah sebuah tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran 

yang telah di tetapkan (Zulianda et al., 2020). Dalam mencapai efektivitas program BLT yang berisi 

harapan dan tujuan saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan, maka dapat diukur dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan 

adaptasi (Steers, 1985).  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam 

yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas pengelolaan dana desa 

program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul 

Kabupaten Humbang Hasundutan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana 

efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Lumban Purba. Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana 

efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa 

Lumban Purba, serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam 

efektivitas pengelolaan dana desa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi program BLT di tingkat 

desa serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. 
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METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yang artinya penelitian 

digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian 

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

menanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018). 

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Lumban Purba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten 

Humbang Hasundutan, mulai bulan Desember 2022 hingga Januari 2023, selama satu bulan. 

Informan penelitian terdiri dari beberapa jenis, yakni informan kunci, informan utama, dan 

informan tambahan. Informan kunci adalah kepala Desa Lumban Purba, sedangkan informan 

utama meliputi kepala dusun 1-3 dan bendahara desa. Sementara itu, informan tambahan terdiri 

dari masyarakat penerima dan tidak penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Metode 

pengumpulan data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, dengan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memastikan keakuratan dan kevalidan 

data yang terkumpul. 

 

HASIL DAN PEMBAHASANP 

Pengelolaan dana desa program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba 

Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Desa Lumban Purba adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten 

Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 2,335,33 km2. Desa Lumban 

Purba adalah salah satu desa yang mendapatakan dana desa dari pemerintah, dalam pengelolaannya 

berdasarkan anggaran dana desa yang sudah ditetapkan bahwa dana tersebut akan diperuntukkan 

sebanyak 40% untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT adalah salah satu kebijakan 

pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Program BLT ini merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat 

yang berketepatan pada saat itu adalah situasi pandemi Covid-19, namun pada penelitian yang peneliti 

lakukan adalah penyaluran BLT pasca Covid-19. Berdasarkan pasal 33 ayat (5) PMK tahun 2021 dalam 

program penyaluran BLT adalah sebesar 40 % dari pagu dana desa maka besaran jumlah uang yang 

diterima oleh masyarakat adalah Rp. 300.000. 

Pemerintah Desa Lumban Purba menyalurkan bantuan dana desa program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) kepada 78 KK dengan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020. Dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan mulai tanggal 24 desember 2022, peneliti melihat bahwa masyarakat penerima BLT 

adalah masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, pekerjaan yang tidak tetap, atau disebut dengan 

masyarakat dengan kondisi miskin ekstrim.  

Menurut Duncam dalam buku Steers (Steers, 1985) mengatakan efektivitas menjadi sebuah tolak 

ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang sudah tercapai. Efektivitas suatu program dapat tercapai 

tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing orang dalam melakukan tujuannya. Jika 

sasaran dapat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian kemampuan untuk menyampaikan 

target pelayanan pulik dengan baik maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Adapun indikator yang 

peneliti lakukan dalam mengukur tingkat efektivitas pengelolaan BLT DD menurut Menurut Duncam 

dalam buku Steers yaitu: 

a. Pencapain tujuan 

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses  

(Luh et al., 2020). Dalam pencapaian tujuan akhir agar terjamin maka diperlukan pentahapan, baik dalam 

arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti peoriditasnya (Anastacia et al., 

2021). Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan pengelolaan dana desa program 

BLT penyalurannya dilaksanakan berdasarkan data-data masyarakat yang sudah ditetapkan dan sesuai 

dengan peraturan pemerintah pasal 33 ayat (5) PMK tahun 2021 penyaluran BLT adalah sebesar 40 %. 
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Dari aspek sasaran pemberian BLT DD adalah masyarakat miskin ekstrem yang bepenghasilan rendah, 

masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, masyarakat yang memiliki keluarga rentan 

sakit menahun/kronis serta masyarakat penyandang disabilitas. Namun setelah penelitian ini dilakukan, 

peneliti menemukan terdapat kesalahan dalam penyalurannya, memang benar dalam penyalurannya 

sesuai dengan kriteria, akan tetapi terdapat masyarakat yang seharusnya lebih layak mendapatkan 

bantuan tersebut namun tidak menerima bantuan, mengakibatkan masyarakat merasa kecewa, ini berarti 

bahwa program BLT DD di Desa Lumban Purba belum efektif dalam pencapaian tujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Data masyarakat miskin yang tidak tersalurkan dengan rata dan juga jumlah 

anggaran dana yang terbatas yaitu 40%.  

b.  Integrasi  

Integrasi merupakan pengkuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi atau instansi dalam 

melaksanakan kegiatan di suatu program kerja yang sudah disepakati dengan mengadakan sosialisasi 

dengan pihak lain (Mawasti & Amalia, 2022). Integrasi terdiri dari proses sosialisasi, penggunaan sumber 

daya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program, dan pengawasan atau pengendalian 

(D. A. D. Saputra et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan peneliti 

bahwa dalam pelaksanaan program BLT DD dikerjakan oleh perangkat desa dan dibantu oleh pendamping 

desa yaitu BPD. sebelum BLT DD dilakukan pemerintah desa bersama BPD telah melakukan integrasi atau 

sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di kantor kepala desa. 

Bentuk sosialisasi yang diterapkan adalah untuk memberikan informasi mengenai tujuan utama 

penyaluran bantuan langsung tunai, mulai dari kriteria penerima bantuan, proses pengadministrasian 

hingga tahap penyaluran bantuan serta nominal uang yang akan diterima oleh Masyarakat (Hidayat et al., 

2022). Dengan begitu masyarakat akan memahami penggunaan bantuan yang diberikan pemerintah 

(Sinaga et al., 2019). Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam indikator 

integrasi sudah efektif pelaksanaanya. Peran pemerintah dalam membantu masyarakat miskin melalui 

program BLT DD yang sudah terlaksana di Desa Lumban Purba dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

sudah ditetapkan. BPD yang ikut serta mendampingi perangkat desa dapat memudahkan dalam 

pelaksanaan program tersebut.  

c. Adaptasi  

Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan (Mulyaningsih et al., 2023). 

Strategi pelaksanaan program dapat diukur dengan proses pengadaan pembaharuan dengan kebutuhan 

termasuk di dalamnya pembaharuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengadaptasian terhadap suatu 

program yang sedang berjalan memerlukan rasa tanggungjwab dan kerjasama agar berjalan dengan 

efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dalam bentuk adaptasi pengelolaan 

data masyarakat penerima bantuan ataupun tidak menerima bantuan masyarakat tidak dilakukan lagi 

penyesuaian atau revisi ulang terkait data tersebut, karena data yang terkumpul akan disimpan dalam 

dokumen sebagai bukti terlaksananya program BLT DD di Desa Lumban Purba. Akan tetapi jika ada 

masyarakat yang pindah atau meninggal akan dilakukan revisi data kembali, namun tidak berpengaruh 

terhadap masyarakat yang sudah ditetapkan terlebih dahulu menjadi penerima BLT DD. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut penliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa program BLT di 

Desa Lumban Purba pada indikator adaptasi tidak berjalan dengan efektif. Tidak ada dilakukan revisi ulang 

terkait data masyarakat penerima dan tidak menerima bantuan langsung tunai. 

 

Faktor penghambat dan pendukung efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam 

peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten 

Humbang Hasundutan. 

Pengelolaan BLT DD oleh pemerintah Desa Lumban Purba mulai dari awal program 

diselenggarakan hingga ketahap penyaluran bantuan sudah dipersiapkan secara matang dan 

didampinggi oleh tim pendamping desa yaitu BPD, oleh karena itu semuanya berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti keberadaan BLT ini sangat membawa 

pengaruh positif bagi masyarakat miskin walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, akan 



Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1) 2020: 106-111, 

27 

tetapi dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat mulai dari pemenuhan 

kebutuhan anak di sekolah, pemenuhan kebutuhan dapur dan masih banyak lagi.  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam efektivitas pengelolaan dana 

desa Program BLT di Desa Lumban Purba, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, sasaran dalam penyaluran BLT belum terlaksana dengan baik, menyebabkan 

masyarakat yang seharusnya lebih layak mendapatkan bantuan tidak menerimanya. Hal ini 

menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena adanya perasaan ketidakadilan dalam 

distribusi bantuan. Misalnya, keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan justru tidak 

mendapatkannya, sementara keluarga lain yang mungkin tidak begitu membutuhkan justru 

mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya, terjadi ketegangan sosial dan peningkatan 

ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat. 

Kedua, pembaharuan atau revisi data mengenai masyarakat penerima bantuan tidak pernah 

dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya, dengan melakukan revisi data secara berkala, program 

BLT dapat tersalurkan secara lebih merata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tanpa 

adanya pembaruan data yang teratur, kemungkinan terjadinya penyaluran bantuan kepada 

penerima yang tidak memenuhi syarat atau sebaliknya, tidak mendapatkan bantuan meskipun 

sebenarnya berhak, menjadi masalah yang tidak terhindarkan. Hal ini dapat mengakibatkan 

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut. 

Ketiga, ketiadaan sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasi 

masyarakat menyebabkan beberapa individu lebih memilih untuk tidak berbicara. Kekhawatiran 

akan terjadi kesalahpahaman atau tidak adanya respons dari pemerintah dapat menghambat 

partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan masalah dan kebutuhan mereka. Faktanya, 

ketidakmampuan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan secara efektif kepada pihak yang 

berwenang dapat menyebabkan berlarut-larutnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Ini bisa berakibat pada munculnya ketidakpuasan yang lebih luas dan mengganggu stabilitas sosial 

di Desa Lumban Purba. 

Hambatan-hambatan tersebut menjadi kendala yang perlu diatasi agar program BLT dapat 

berjalan lebih efektif dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lumban 

Purba. Diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dan terarah dari pemerintah desa serta 

partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan dan evaluasi program tersebut. Dengan 

demikian, dapat diharapkan bahwa pelaksanaan Program BLT di Desa Lumban Purba dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih adil bagi semua warga masyarakat yang 

membutuhkannya. 

 

SIMPULAN 

Pengelolaan Dana Desa untuk program BLT di Desa Lumban Purba memiliki keberhasilan 
dalam integrasi dengan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah desa dan 
Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun, terdapat kekurangan dalam pencapaian tujuan dan 
adaptasi. Meskipun kriteria penerima telah ditetapkan, ada masyarakat yang seharusnya lebih 
layak namun tidak mendapatkan bantuan, menunjukkan kurangnya efektivitas dalam mencapai 
tujuan. Selain itu, pengelolaan data penerima tidak melakukan revisi secara berkala, 
mengindikasikan kurangnya adaptasi terhadap perubahan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk 
meningkatkan efektivitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima BLT. 

Pengelolaan BLT di Desa Lumban Purba didukung oleh persiapan matang dan didampingi 
oleh tim pendamping desa, BPD, sehingga program berjalan baik dan memberikan dampak positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun demikian, terdapat hambatan yang perlu 
diatasi. Penyaluran BLT belum efektif, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan 
meningkatkan ketegangan sosial. Kurangnya pembaharuan data penerima bantuan juga 
menyebabkan ketidakmerataan dalam penyaluran dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 
Selain itu, ketiadaan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menghambat partisipasi 
aktif, yang dapat mengganggu stabilitas sosial di Desa Lumban Purba. 
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Diperlukan langkah proaktif dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat untuk 
mengatasi hambatan tersebut, sehingga diharapkan Program BLT dapat memberikan manfaat 
yang lebih besar dan merata bagi seluruh warga masyarakat yang membutuhkannya. 
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